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Article History:
Abstract
This study aims to analyze the process of electronically resolving busi-
ness disputes through arbitration and the legal force of electronic arbi-
Keywords: tration awards. Using normative legal research that is used using the

law approach and comparative law. The results show that dispute reso-
lution can be done electronically through an arbitration institution.
Electronic arbitration arrangements and procedures do not conflict
with the provisions of Law No. 30 of 1999 concerning Arbitration and
Alternative Dispute Resolution (UUAAPS). With respect to electronic
arbitration awards, decisions that are valid and have legal force remain
valid as long as conventional arbitral awards comply with the provi-
sions of Article 54 paragraph (2) and paragraph (3) and have executive
power as long as they comply with the provisions of Article 59 para-
graph (2) of Law Number 30 of 1999 on Arbitration and Alternative
Dispute Resolution (UUAAPS). Of course, to support the legal force of
the Electronic Arbitration Award, Law Number 19 of 2016 concerning
Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and
Electronic Transactions is needed as the legal basis for supporting the
provisions of Article 4 paragraph (3) UUAAPS. The legal power of
electronic arbitral awards based on the ITE Law, which is electronic
which has the power of proof with other conventional documents, if at
any time it is needed as evidence in related disputes.

Dispute Resolution, Elec-
tronic, and Arbitration In-
stitution.

Abstraks

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses penyelesaian
sengketa bisnis secara elektronik melalui lembaga arbitrase serta
kekuatan hukum putusan arbitrase elektronik. Penelitian ini merupa-
kan penelitian hukum normative, dengan pendekatan perundang-
undangan dan perbandingan hukum. Hasilnya menujukan bahwa
penyelesaian sengketa dapat dilakukan secara elektronik melalui lem-
baga arbitrase. Pengaturan dan prosedur arbitrase elektronik berlaku
sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang No
30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sen-
gekta (UUAAPS). Terhadap putusan arbitrase elektronik, dianggap
berlaku dan mempunyai kekuataan hukum tetap layaknya putusan
arbitrase konvensional sepanjang memenuhi ketentuan Pasal 54 ayat
(2) dan ayat (3) dan mempunyai kekuatan eksekutorial sepanjang me-
menuhi ketentuan Pasal 59 ayat (2) Undang Undang Nomor 30 Ta-
hun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
(UUAAPS). Untuk mendukung kekuatan hukum Putusan Arbitrase
Elektronik, maka dibutuhkan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pe-
rubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
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1. Pendahuluan

Perkembangan dan kemajuan teknolo-
gi elektronik yang sangat pesat dapat mem-
pengaruhi seluruh aspek kehidupan dan
kegiatan masyarakat. Hal ini tidak bisa dile-
paskan dari munculnya internet yang me-
maksa masyarakat untuk beradaptasi atas
keberadaannya dan beradaptasi terhadap
perilaku-perilaku baru, seperti transparan-
nya informasi dan berbagai aspek dimu-
dahkan akibat keberadaannya. Pengaruh in-
ternet terhadap perekonomian dunia mema-
suki babak baru yang lebih populer dengan
istilah ekonomi digital (Goldfarb & Tucker,
2017). Keberadaannya ditandai dengan se-
makin maraknya kegiatan perekonomian
yang memanfaatkan internet sebagai media
komunikasi, kolaborasi, dan kooprasi (Bar-
katullah, 2010).

Sudut pandang bisnis tidak hanya ber-
kutat di perdagangan bisnis konvensional
saja, melainkan sudah bergeser ke perda-
gangan modern atau bisnis modern yang
ditandai dengan keterlibatan internet dalam
pelaksanaannya (Sayekti, 2018); (Rosadi &
Pratama, 2018). Saat ini untuk memberitahu
produk terbaru dalam sebuah perusahaan
cukup memberitahukan produk tersebut
melalui sosial media dan website yang ber-
sangkutan. Salah satu aspek penunjang la-
innya adalah aktifitas ekonomi yang meng-
gunakan E-commerce merupakan transaksi
perdagangan antara 2 (dua) pihak yakni pi-
hak penjual dan pihak pembeli dengan
menggunakan media internet.

Perubahan lingkungan bisnis telah
membuat terjadinya pergeseran perilaku pe-

Transaksi Elektronik sebagai dasar hukum pendukung ketentuan Pasal
4 ayat (3) UUAAPS. Kekuaatan hukum putusan arbitrase elektronik
berdasarkan Undang Undang ITE, yang merupakan dokumen el-
ektronik yang mempunyai kekuatan pembuktian sama dengan doku-
men konvensional lainnya, apabila sewaktu-waktu dibutuhkan sebagai
alat bukti dalam penyelesaian sengketaa yang berkaitan.
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binis dan juga konsumen (Rahmanov et al.,
2021; Farahdiba, 2020; Septina et al., 2019 dan
Indah Kencana Putri, 2019). Media social
telah menjadi bagian penting untuk menge-
nalkan produk ke konsumen baik di level
nasional ataupun internasional. E-commerce
merupakan bisnis modern yang meniadakan
suatu transaksi yang mana dalam bisnis
yang konvensional mewajibkan kehadiran
para pihak dan kertas-kertas sebagai doku-
men yang harus dilengkapi. Model bisnis ini
lebih bersifat non-face dan nonsign ~ (Wati,
2021; Putri & Neltje, 2020; Setiawan et al.,
2020; Sanyoto, 2017; Salami & Bintoro, 2013;
dan Barkatullah, 2007).

Perkembangan hukum menjadi prob-
lem ketika dipaksa harus secara cepat bera-
daptasi dengan perilaku tersebut. Kemajuan
teknologi internet yang sangat cepat tidak
dapat diimbangi dengan perkembang-an
hukum yang lebih lambat, hal tersebut dapat
dilihat dari belum adanya proses pengadilan
secara online yang pelaksanaannya dilak-sa-
nakan oleh negara, yang mengakibatkan
para pelaku usaha lebih memilih penye-le-
saian sengketa melalui arbitrase (Jamal et al.,
2021; Liemanto et al., 2021; Aziz & Hidayah,
2020; dan Azwar, 2019).

Di Indonesia, minat para pelaku usaha
untuk menyelesaikan sengketa melalui arbi-
tase mulai meningkat sejak diundangkannya
Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 ten-
tang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian
Sengketa (UUAAPS). Perkembangan yang
memungkinkan terjadinya perdagangan se-
cara elektronik, telah mengilhami dilaku-
kannya penyelesaian sengketa secara elek-
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tronik pula. Teknologi telah memberikan
gagasan tentang penyelesaian sengketa seca-
ra elektronik dalam bentuk arbitrase elek-
tronik. Penyelesaian sengketa bisnis secara
elektronik melalui lembaga arbitrase men-
jadi pilihan masyarakat dalam menyelesai-
kan perselisihan. Hal ini didukung dengan
karakternya yang cepat, efisien dan tuntas,
juga menganut prinsip win-win solution serta
kerahasiaan karena proses persidangan dan
putusan arbitrase tidak dipublikasikan.

Memasuki era revolusi 4.0, kondisi
perkembangaan teknologi dan telekomuni-
kasi berbasis internet, menghendaki adanya
penyesuaian interaksi dan ruang komunika-
si tidak lagi terbatas pada ruang dan waktu.
Ketika dihadapkan pada situasi Pandemi
Covid 19, berdampak pula pada proses pe-
nyelesaian sengketa baik pada lembaga per-
adilan maupun non-peradilan. Dalam kon-
disi ini, arbitrase elektronik menjadi tawaran
sebagai solusi atas penyelesaian sengketa
secara elektronik melalui lembaga arbitrase.
Atas dasar deskripsi di atas maka penelitian
ini bertujuan untuk mengkaji dan meng-
analisis proses penyelesaian sengketa secara
elektronik melalui lembaga arbitrase dan ba-
gaiamana kekuatan hukum putusan arbi-
trase secara elektronik di Indonesia.

2. Metode

Pendekatan yang digunakan dalam
penelitian inji adalah penelitian hukum
yuridis normatif dengan melakukan pen-
dekatan = Undang-Undang dan kasus
(Soekanto, 2015). Dengan bahan hukum se-
bagai berikut; UU Nomor 30 Tahun 1999
tentang Arbitrase dan APS (selanjutnya
disebut UUAAPS) jo. UU Nomor 19 Tahun
20186 tentang Perubahan atas UU Nomor 11
Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) jo.
Surat Keputusan BANI Nomor 20.015/
V/SK-BANI/HU Tahun 2020 tentang Pera-
turan dan Prosedur Penyelenggaraaan Arbi-
trase Secara Elektronik.

3. Hasil dan Pembahasan

Dasar hukum menyelenggarakan ar-
bitrase elektronik adalah Pasal 4 ayat (3)
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 ten-
tang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian
Sengketa (UUAAPS). Ketentuan Pasal 4 ayat
(3) yang berbunyi: “dalam hal disepakati
penyelesaian sengketa melalui arbitrase ter-
jadi dalam bentuk pertukaran surat, maka
pengiriman teleks, telegram, faksimili, e-
mail atau dalam bentuk sarana komunikasi
lainnya, wajib disertai dengan suatu catatan
penerimaan oleh para pihak.” Dari rumusan
ketentuan diatas, dapat memberikan suatu
titik terang bahwa penyelenggaraan arbi-
trase secara elektronik dimungkinkan, apa-
bila ada kesepakatan terlebih dahulu dari
para pihak untuk menyelesaikan sengketa
secara elektronik melalui lembaga arbitrase
(Widjaja, 2004).

Hal ini dapat dituangkan dalam per-
janjian para pihak yang ditambahkan dalam
klausul untuk penyelesaian sengketa secara
elektronik. Hal ini sejalan dengan pemberit-
ahuan mengenai berlakunya persyaratan
arbitrase, yang diatur dalam ketentuan Pasal
8 UUAAPS. Dalam ketentuan Pasal 8 ayat
(1) yang berbunyi: “dalam hal timbul
sengketa, pemohon harus memberitahukan
dengan surat tercatat, telegram, teleks,
faksimili, e-mail, atau dengan buku ekspedi-
si kepada termohon bahwa syarat arbitrase
yang diadakan oleh pemohon atau termo-
hon berlaku.” Artinya mekanisme pemberit-
ahuan sangatlah berpeluang pada penyam-
paian secara elektronik pula.

Kendatipun belum ada rumusan yang
jelas dari ketentuan Pasal 4 ayat (3) UU-
AAPS, namun berdasarkan rumusan keten-
tuan Pasal 1 angka 4 UU ITE, dapat dika-
takan bahwa penyelesaian sengketa bisnis
melalui lembaga arbitrase (berdasarkan jo.
ketentuan Pasal 4 ayat (3) UUAAPS) dapat
dilakukan melalui penyelenggaraan secara
elektronik. Tentunya tetap harus memper-
hatikan ketentuan-ketentuan UUAAPS yang
telah ditetapkan sebagai ketentuan hukum
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yang berlaku. Menurut ketentuan Pasal 34
UUAAPS menyatakan bahwa penyelesaian
sengketa melalui arbitrase dapat dilakukan
dengan menggunakan lembaga arbitrase
nasional atau internasional, berdasarkan ke-
sepakatan para pihak dan penyelesaian
sengketa dilakukan menurut peraturan dan
tatacara dari lembaga yang dipilih, kecuali
ditetapkan lain oleh para pihak. Jika para
pihak menunjuk penyelesaian sengketa me-
lalui suatu lembaga arbitrase tertentu, maka
para pihak dengan sendirinya menyetujui
dan tunduk pada prosedur penyelesaiannya
(termasuk prosedur elektronik) yang dise-
diakan oleh penyedia jasa yang bersangku-
tan.

Sebagai bentuk nyata atas implemen-
tasi Pasal 4 ayat (3) UUAAPS dan beberapa
ketentuan pasal lainnya terkait prosedur
penyelesaian sengketa secara elektronik,
Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)
sebagai salah salah lembaga arbitrase
mengeluarkan Surat Keputusan Nomor:
20.015/V/SK-BANI/HU tentang Peraturan
dan Prosedur penyelenggaraan Arbitrase
secara Elektronik. Surat Keputusan ini
dikeluarkan dengan pertimbangan atas
keadaan darurat bencana dan keadaan khu-
sus lainnya, serta tuntutan perkembangan
zaman mengharuskan adanya administrasi
perkara dan persidangan arbitrase secara
elektronik yang lebih efektif dan efisien.

SK BANI dapat digunakan jika terjadi
suatu keadaan darurat bencana dan keadaan
khusus ketika: a). Satu pihak hendak me-
ngajukan permohonan arbitrase; b). Suatu
persidangan arbitrase akan dilaksanakan
atau persidangan arbitrase sedang berlang-
sung. Yang dimaksud keadaan darurat ben-
cana ialah sebagaimana ditaur dalam Un-
dang-Undang No. 24 Tahun 2017 tentang
penanggulangan bencana, yang menyebab-
kan tidak mungkin dilaksanakannya penye-
lesaian arbitrase secara normal. Sedangkan,
yang dimaksud dengan keadaan khusus di-
mana salah satu atau kedua pihak atau salah

satu atau lebih arbiter berada di luar dae-
rah/ luar negeri, terjadi keadaan darurat
bencana dan atau terdapat keadaan khusus
lainnya seperti sakit. elanjutnya persidang-
an dengan menggunakan peraturan prose-
dur arbitrase secara elektronik ini dianggap
dilaksanakan di tempat BANI Jakarta atau di
tempat perwakilan BANI dimana peridang-
an dilangsungkan.

Proses Jalannya Pemeriksaan Sengketa
Secara Elektronik Melalui Lembaga Ar-
bitrase

Ketentuan Pasal 36 UUAAPS mene-
gaskan bahwa pemeriksaan sengketa dalam
arbitrase harus dilakukan secara tertulis.
Namun pemeriksaan secara lisan dapat pula
dilakukan jika hal tersebut disetujui para
pihak atau dianggap perlu oleh arbiter atau
majelis arbitrase. Dalam beberapa hal UU-
AAPS terkesan bersifat “memaksa”, namun
didalam penjelasan UUAAPS memberikan
kelonggaran bagi para pihak, termasuk para
arbiter untuk menentukan sendiri jalannya
proses pemeriksaan arbitrase, sepanjang hal
tersebut relevan dan dianggap perlu untuk
menunjang jalannya proses pemeriksaan,
dalam kurun waktu yang ditentukan,
dengan tidak mengurangi makna esensial
dari lembaga arbitrase yang bersifat cepat
disamping terjaga kerahasiaannya (Widjaja
dan Yani, 2000). Pasal 38 UUAAPS mene-
gaskan bahwa setelah arbiter atau Majelis
Arbitrase terbentuk, maka arbiter harus
segera memberitahukan kepada para pihak
akan kewajiban untuk memasukan surat
permohonan yang berisikan tuntutannya
kepada (majelis) arbitrase tersebut, dalam
jangka waktu yang ditentukan oleh arbiter
atau Majelis Arbitrase.

Terkait permohonan arbitrase, dalam
hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 SK BANI Nomor: 20.015/
V/SK-BANI/HU, salah satu pihak dapat
mengajukan permohonan arbitrase secara
elektronik. Surat atau dokumen yang diki-
rimkan melalui media internet ataupun me-
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dia komunikasi lainnya, berdasarkan keten-
tuan Pasal 1 angka 4 UU ITE, dapatlah di-
anggap sebagai sebuah dokumen elektronik.
Jika termohon menjawab surat pemohonan
tersebut, maka arbiter atau Ketua Majelis
Arbitrase wajib untuk segera menyerahkan
salinan jawaban tersebut kepada pemohon.
Bersamaan dengan itu, arbiter atau ketua
Majelis Arbitrase akan memerintahkan agar
para pihak atau kuasa mereka menghadap
di muka sidang arbitrase yang ditetapkan
paling lama 14 (empat belas) hari terhitung
mulai hari dikeluarkannya perintah itu. Jika
termohon setelah lewat jangka waktu 14
(empat belas) hari tersebut diatas, tidak
menyampaikan jawabannya, maka arbiter
atau ketua Majelis Arbitrase wajib me-
manggil termohon atau kuasanya untuk
hadir dalam sidang arbitrase dalam jangka
waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak
surat perintah menghadap dikeluarkan.

Terkait persidangan, mekanisme sesu-
ai dengan acara yang berlaku dihadapan
Majelis Arbitrase sebagaimana diatur dalam
Pasal 27 sampai dengan Pasal 51 UUAAPS.
Namun yang berbeda proses persidangan
elektronik. Jika para pihak sepakat, persi-
dangan dapat dilaksanakan dengan meng-
gunakan sarana telekomunikasi berbasis
internet tetapi tidak terbatas pada teleconfer-
ence video conference atau virtual conference
dengan menggunakan platform yang di-
sepakati para pihak. Secara elektronik, taha-
pan ini dibagi menjadi dua bagian yaitu,
pertama; persiapan teknis persidangan, dil-
akukan tiga hari sebelum penyelenggaraan
persdiangan menurut peraturan dan pro-
sedur arbitrase secara elektronik ini dil-
aksanakan, wajib melaksanakan persiapan
teknis persidangan.

Penyelenggaraan teknis persidangan
dilakukan oleh para pihak dan sekretaris
majelis arbitrase, mencakup pula persiapan
dan pengecekan peralatan platform yang
akan digunakan serta penyampaian siapa sa-
ja yang dari kedua pihak yang akan meng-
hadiri persidangan. Kedua; proses penye-
lenggaraan persidangan, majelis arbiter atau

arbiter tunggal memimpin persidangan me-
nurut peraturan dan prosedur persidangan
yang berlaku dengan memberikan kesem-
patan yang equel kepada para pihak, serta
diwajibkan melaksanakan persidangan de-
ngan mengindahkan tata tertib persidangan.
Pada persidangan elektronik, tetap dimung-
kinkan untuk menyelenggarakan proses me-
diasi. Apabila proses mediasi tidak men-
capai kesepakatan perdamaian, maka proses
arbitrase dapat dilanjutkan. Kesempatan
yang sama diberikan kepada para pihak da-
lam proses pemeriksaan persidangan ar-
bitrase elektronik, tentu sejalan dengan ke-
hendak Pasal 29 UUAAPS. Hal ini sesuai
pula dengan asas hukum “audi alteram pa-
trem” yang menegaskan akan “kedudukan”
para pihak adalah “sama” baik pemohon
maupun termohon dalam sengketa arbitrase,
untuk didengar keterangannya (Purwanto,
2005).

Dalam Pasal 45 UUAAPS, menentukan
bahwa jika para pihak datang menghadap
pada hari yang telah ditetapkan, maka arbi-
ter atau Majelis Arbitrase harus terlebih da-
hulu mengusahakan perdamaian. Jika
tercapai perdamaian diantara para pihak,
maka arbiter atau Majelis Arbitrase membu-
at suatu akta perdamaian yang final dan
mengikat para pihak, dan memerintahkan
para pihak untuk memenuhi ketentuan
perdamaian tersebut. Secara elektronik, ke-
tentuan Pasal 7 ayat (3) SK BANI Nomor:
20.015/V/SK-BANI/HU menegaskan pula
bahwa dalam persidangan elektronik, tetap
dimungkinkan untuk menyelenggarakan
proses mediasi. Apabila proses mediasi tid-
ak mencapai kesepakatan perdamaian, maka
proses arbitrase dilanjutkan. Ketentuan ini
sesuai dengan Pasal 45 UUAAPS. Artinya,
penyelenggaraan arbitrase secara elektronik
tidak mengabaikan prinsip-prinsip dalam
proses beracara melalui lembaga arbitrase
yang dituangkan didalam UUAAPS.

Bukti-bukti yang hendak disampaikan
oleh para pihak dapat dikirim melalui e-mail
dengan format PDF atau diserahkan secara
tisik. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal

46 |ML] Volume 2 Nomor 1 2021



ML] Merdeka Law Journal
Vol. 2 (1) 2021: 42-57

4 ayat (3) UUAAPS. Surat atau dokumen
yang dikirimkan melalui media internet
ataupun media komunikasi lainnya, ber-
dasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 UU ITE
dapat dianggap sebagai sebuah dokumen
elektronik. Selanjutkan berdasarkan ke-
tentuan Pasal 44 huruf b, menegaskan dan
menguatkan informasi elektronik dan/atau
dokumen elektronik sebagaimana yang di-
maksud dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4
serta Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3)
UU ITE “sebagai alat bukti”.

Dengan demikian semua bentuk do-
kumen yang dikirim melalui e-mail tergo-
long dalam kategori alat bukti yang sah
asalkan memenuhi syarat dan ketentuan UU
ITE. Jika dokumen asli yang diajukan di-
jadikan dasar dalam bahasa selain bahasa
Indonesia, maka Majelis Arbitrase berhak
menentukan dokumen-dokumen asli tarse-
but apakah harus disertai terjemahan dalam
bahasa indonseia atau dari bahasa indonseia
diterjemahkan ke bahasa lain. Namun atas
persetujuan para pihak, Majelis Arbitrase
menentukan bahwa bahasa yang digunakan
dalam perkara adalah bahasa selain bahasa
Indonesia, maka dokumen-dokumen di-
ajukan dalam bahasa Indonesia dengan dis-
ertai terjemahan dari penerjemah yang di-
ambil sumpahnya untuk selanjutnya diter-
jemahkan dalam bahasa Inggris atau bahasa
lain yang digunakan.

Secara umum UUAAPS dalam Pasal
37 ayat (3) menyatakan bahwa “pemeriksaan
saksi dan saksi ahli dihadapan arbiter atau
majelis arbitrase, diselenggarakan menurut
ketentuan dalam hukum Perdata”. Dalam
rumusan ketentuan Pasal 49 UUAAPS, dise-
butkan bahwa arbiter atau majelis arbitrase,
atas permintaan para pihak dapat me-
manggil satu orang atau lebih saksi atau
saksi ahli untuk didengar keterangannya.
Sebelum memberikan keterangan, para saksi
atau saksi ahli wajib mengucapkan sumpah.
UUAAPS memberikan suatu kemungkinan
dipanggilnya satu atau lebih saksi ahli, baik

atas permintaan dari para pihak maupun
atas inisiatif dari arbiter atau majelis ar-
bitrase.

Jika terdapat hal yang kurang jelas,
atas permintaan para pihak yang berkepent-
ingan, saksi ahli yang bersangkutan dapat
didengar keterangannya di muka sidang
arbitrase dengan dihadiri oleh para pihak
atau kuasanya (Priyatna, 2011). Mengenai
keterangan saksi dan saksi ahli, wajib dida-
hulu dengan mengucapkan sumpah/ janji.
Pemeriksaan saksi atau saksi ahli dil-
aksanakan dengan memperhatikan Hukum
Acara Perdarta di Indonesia sesuai dengan
Pasal 37 ayat (3) UUAAPS. Ketentuan Pasal
51 UUAAPS mengatur terhadap segala
kegiatan dalam pemeriksaan dan sidang
arbitrase tersebut diatas, dibuatlah berita
acara pemeriksaan oleh sekretaris atbiter
atau majelis arbitrase. Peran dan fungsi
sekretaris ini selayaknya panitra pengadilan.

Berkaitan dengan proses penyelesaian
sengketa secara elektronik, UUAAPS tidak
dapat berdiri sendiri, ada peraturan peru-
dang-undangan yang lain. Salah satu yang
mempunyai kedudukan setara dengan UU-
AAPS ialah UU ITE. Untuk melengkapi
terkait teknis penyelenggaraan penyelesaian
sengketa secara elektonik melalui lembaga
arbitrase ialah Surat Keputusan Badan Ar-
bitrase Nasional Indonesia (SK BANI) No-
mor: 20.015/V/SK-BANI/HU tentang Pera-
turan dan Prosedur penyelenggaraan Ar-
bitrase secara Elektronik. Kedua produk
hukum ini sangat membantu dan menun-
jang proses penyelesaian sengketa bisnis
secara elektronik melalui lembaga arbitrase.

Ketentuan Pasal 34 UUAAPA menen-
tukan bahwa: (1) Penyelesaian sengketa me-
lalui arbitrase dapat dilakukan dengan
menggunakan lembaga arbitrase nasional
atau internasional berdasarkan kesepakatan
para pihak; (2) Penyelesaian sengketa me-
lalui lembaga arbitrase sebagaimana dimak-
sud dalam ayat (1) dilakukan menurut pera-
turan dan tata cara dari lembaga yang
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dipilih, kecuali ditentukan lain oleh para
pihak.Dalam penjelasan Pasal 34 UUAAPS
menegaskan bahwa ayat (2) memberikan
kebebasan kepada para pihak untuk mem-
ilih peraturan dan acara yang akan diguna-
kan dalam penyelesaian sengketa antara
mereka, tanpa harus mempergunakan pera-
turan dan acara dari lembaga arbitrase yang
dipilih.

Penulis berpendapat bahwa, kalimat
“menggunakan lembaga arbitrase nasional
atau internasional” yang tertuang dalam
Pasal 34 ayat (1) merupakan sumber
kewenangan bagi lembaga arbitrase. Hemat
penulis, ketentuan pasal ini memberikan
kewenangan penuh kepada lembaga ar-
bitrase nasional maupun internasional untuk
menyelenggarakan proses penyelesaian
sengketa arbitrase. Sumber kewenangan ini
jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 34
ayat (2) UUAAPS, memiliki korelasi dan
kesinambungan yang sejalan, dimana selain
daripada kesepakatan para pihak dalam
menentukan peraturan dan acaranya sendiri,
lembaga arbitrase (nasional atau inter-
nasional) wajib menyiapkan paraturan dan
prosedur beracara yang berlaku dalam lem-
baganya (Basarah, 2011).

Menggaris bawahi kalimat “dilakukan
menurut peraturan dan tata cara dari lem-
baga yang dipilih” yang tertuang dalam ke-
tentuan Pasal 34 ayat (2), penulis ber-
pendapat bahwa lembaga arbitrase (nasion-
al/ internasional) selain dipercayakan untuk
menyelesaikan sengketa arbitrase, diwajib-
kan mempunyai peraturan dan prosedur
beracara. Dengan demikian jelaslah bahwa
selain diberikan kewenangan untuk me-
nyelesaikan sengketa melalui arbitrase, lem-
baga arbitrase (nasional/ internasional) di-
berikan kewenangan pula untuk memben-
tuk peraturan dan prosedur penyeleng-
garaan arbitrase yang berlaku dalam internal
kelembangaannya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 34 UU-
AAP jo. Pasal 4 ayat (3) UUAAPA, tidaklah
salah sebuah lembaga arbitrase memben-
tuk/ membuat peraturan dan prosedur pe-

nyelenggaraan arbitrase di lingkungan
kelembangaannya. Dengan demikian di-
mungkinkan pula dalam kondisi tertentu
(darurat bencana atau kondisi khusus
lainnya), lembaga arbitrase (nasional/ inter-
nasional) membentuk suatu peraturan dan
prosedur penyelenggaraan arbitrase secara
elektronik. Kemudian diwujudkan dengan
diterbitkannya Surat Keputusan Badan Ar-
bitrase Nasional Indonesia (SK BANI) No-
mor: 20.015/V/SK-BANI/HU tentang Pera-
turan dan Prosedur penyelenggaraan Ar-
bitrase secara Elektronik. Isi dari SK BANI
ini melancarkan proses pemeriksaan seng-
keta secara elektronik pada lembaga BANI.

Ketentuan-ketentuan yang tertuang
dalam SK BANI pun selalu berpedoman pa-
da UUAAPS sebagai payung hukum utama.
Tentu dalam proses pertukaran informasi
elektronik dan transaksi elektronik, UU ITE
adalah salah satu payung hukum yang da-
pat menjamin dan melindungi kepentingan
hukum para subjek hukum yang melak-
sanakan penyelesaian sengketa. Berdasarkan
pada hasil penelitian, penulis tidak mene-
mukan adanya penyimpangan antara pera-
turan dan prosedur penyelenggaraan ar-
bitrase secara elektronik yang diselenggara-
kan BANI atau lembaga lain, dengan UU-
AAPS. Justru penyelesaian sengketa secara
elektronik dapat dimudahkan dengan la-
hirnya peraturan dan prosedur penyeleng-
garaan arbitrase elektronik sebagai bentuk
mini dari peraturan pelaksanaan arbitrase
elektronik. Tentu berpedoman pada UU-
AAPS dan UU ITE sebagai payung hukum
utama yang melegalkan segala aktivitas
penyelesaian sengketa secara elektronik me-
lalui lembaga arbitrase.

Terhadap arbitrase ad-hoc, Pasal 31
ayat (2) UUAAPS menyakan: “Dalam hal
para pihak tidak menentukan sendiri ke-
tentuan mengenai acara arbitrase yang akan
digunakan dalam pemeriksaan, arbiter atau
Majelis Arbitrase telah terbentuk sesuai de-
ngan Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14, semua
sengketa yang penyelesaiannya diserahkan
kepada arbiter atau Majelis Arbitrase terse-
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but akan diperiksa dan diputus menurut ke-
tentuan dalam undang-undang ini.” Ber-
dasar pada ketentuan diatas, kalimat “se-
mua sengketa yang penyelesaiannya dise-
rahkan kepada arbiter atau Majelis Arbitrase
tersebut” tidaklah memberikan batasan ter-
kait kewenangan arbiter atau Majelis Arbi-
trase ad-hoc maupun lembaga arbitrase.

Ketentuan Pasal 31 ayat (2) berlaku
pula bagi arbitrase yang diselenggarakan
secara ad-hoc. Jika dihadapkan pada situasi
dimana para pihak tidak menentukan
sendiri ketentuan mengenai acara arbitrase,
arbiter atau Majelis Arbitrase telah terbentuk
maka semua sengketa yang penyelesaiannya
diserahkan kepada arbiter atau Majelis Ar-
bitrase ad-hoc untuk diperiksa dan diputus
berdasarkan UUAAPS. Dalam tahapan ini
ketentuan Pasal 31 ayat (2) memberikan ke-
wenangan kepada arbiter atau Majelis Ar-
bitrase ad-hoc untuk mementukan peraturan
dan acara asalkan tidak bertentangan de-
ngan prosedur ketentuan UUAAPS. Mes-
kipun arbirase ad-hoc tidak mempunyai per-
aturan dan prosedur penyelenggaraan ar-
bitrase elektronik, tidak menutup kemung-
kinan diselenggarakannya penyelesaian se-
ngketa secara elektronik oleh (para) arbiter
yang menyelenggarakan arbitrase ad-hoc.
Tentu memperhatikan ketentuan-ketentuan
hukum yang tertera dalam UUAAPS jo. UU
ITE dan ketentuan lain yang disepakati (pa-
ra) arbiter ad-hoc.

Kekuatan Hukum Putusan Arbitrase El-
ektronik

Tahapan terakhir dari setiap proses
penyelesaian sengketa baik secara konven-
sional maupun elektronik yakni pembacaan
putusan arbitrase yang diambil dari arbiter
atau majelis arbitrase. Pembacaan putusan
secara langsung di hadapan para pihak han-
ya dapat ditemui dalam proses arbitrase
secara konvensional. Namun, dalam proses
penyelesaian sengketa secara elektronik se-
sunggungguhnya juga melakukan pemba-
caan putusan arbitrase. Pembacaan putusan

berbeda dengan proses konvensional yakni
menggunakan media elektronik. Putusan
arbitrase elektronik disampaikan di dalam
website yang sudah disediakan untuk ke-
pentingan penyelesaian sengketa. Selain itu,
dimungkinkan putusan arbitrase dikirim
melalui e-mail. “Majelis artbitrase dapat
mengirimkan putusan melalui e-mail atau
menempatkannya pada situs web yang di-
gunakan untuk kasus yang bersangkutan
(Siburian, 2004).

Berdasarkan pada “tempat dimana ar-
bitrase tersebut diputuskan, secara umum
putusan arbitrase dapat kita bedakan ke da-
lam: Pertama, Putusan Arbitrase Nasional,
yang merupakan putusan arbitrase yang
diambil atau dijatuhkan di Negara Republik
Indonesia; Kedua, Artbitrase Internasional
atau arbitrase asing, yang merupakan pu-
tusan arbitrase yang dijatuhkan di negara di
luar Republik Indonesia. Pasal 54 UUAAPS
mengatur mengenai syarat formil maupun
syarat materiil suatu putusan arbitrase. Pu-
tusan Arbitrase dikatakan sah dan mempu-
nyai kekuatan berlaku jika memenuhi syarat
formil dan syarat materiil yang disebutkan
dalam Pasal 54 UUAAPS. Terdapat syarat
minimum yang merupakan isi dari putusan
arbitrase sebagaiman ketentuan Pasal 54
ayat (1) UUAAPS di atas, terdapat juga be-
berapa ketentuan sehubungan dengan per-
sayaratan putusan arbitrase yang tentunya
perlu untuk diperhatikan secara serius
(Sutiyoso, 2004).

Ketentuan pertama; putusan Arbitrase
tidak boleh melampaui yang diminta. Pada
prinsipnya, putusan menyesuaikan diri
dengan petitum. Arbiter atau Majelis Arbi-
trase dalam tuntutannya tidak boleh melebi-
hi apa yang diminta dalam petitum. Dalam
hal ini, putusan arbitrase terikat pada pato-
kan asas ultra petitum partium, yang meng-
andung makna bahwa apapun yang dinya-
takan dalam amar, maksimum sebatas yang
diminta dalam petitum (Yahya, 2001). Jika
ternyata keputusan arbiter malebihi yang
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diminta oleh para pihak, merupakan alasan
bagi salah satu atau para pihak untuk me-
minta dilakukannya pengurangan-pengu-
rangan terhadap putusan tersebut dan dapat
dilakukan dalam tenggang waktu 14 (empat
belas) hari setelah putusan diterima oleh
para pihak.

Ketentuan kedua; putusan arbitrase di-
larang berdasar ex aequo et bono apabila hal
itu tidak disepakati para pihak dalam per-
janjian. Petitum yang tidak berdasarkan hu-
kum positif, tidak dapat dijadikan amar pu-
tusan. Memang, boleh memutuskan ber-
dasar ex aequo et bono atau compositeut namun
kebolehan yang demikian hanya “dimung-
kinkan” apabila para pihak menghendakin-
ya, dan kehendak itu mereka cantumkan
secara tegas dalam perjanjian arbitrase yang
diatur dalam ketentuan Pasal 56 ayat (1)
UUAAPS. Dalam hal arbiter diberi kebeba-
san untuk memberikan putusan berdasarkan
keadilan dan kepatutan, maka peraturan
perundang-undangan dapat dikesamping-
kan. Akan tetapi dalam hal khusus/ terten-
tu, hukum memaksa (dwingende regels) harus
diterapkan dan tidak dapat dikesampingkan
oleh arbiter.

Ketentuan ketiga; rumusan amar pu-
tusan tidak mesti persis seperti bunyi peti-
tum. Suatu hak yang dianggap terlampau
ortodok ialah sikap konvensional sementara
kalangan yang merumuskan amar persis
seperti bunyi kalimat petitum. Tidak jarang
rumusan petitum terlampau panjang, ka-
limatnya tidak jelas dan tidak sesuai dengan
tata bahasa. Apakah hal ini tidak mesti di-
perbaiki dan disempurnahkan? Tindakan
yang seperti itu tidaklah dilarang, namun
yang dilarang ialah merubah kearah yang
melebihi apa yang diminta. Oleh karenanya
perlu dirintis perumusan amar putusan
yang sederhana, jelas dan terang maksudnya
(Barkatullah, 2010).

Merujuk pada ketentuan Pasal 56 UU-
AAPS, seorang arbiter atau majelis arbiter
dalam mengambil putusan harus berdasar-
kan: Ketentuan hukum dan tidak boleh me-
ngesampingkan hukum yang bersifat me-

maksa (dwingende regels). Selama tidak diper-
janjikan dalam perjanjian, arbitrase tidak
memiliki kebebasan untuk memutuskan ber-
dasarkan ex aequo etbono. Beralih ke ketentu-
an hukum materil yang sama di semua ne-
gara, dapat kita katakan bahwa tidak adanya
kesamaan hukum materil, oleh karenanya
secara umum, pihak-pihak tertentu dalam
setiap perjanjian (internasional), terutama
pihak yang lebih kuat dalam bargaining, cen-
derung lebih menyukai memilih memper-
gunakan ketentuan hukum yang lebih dike-
nal olehnya.

Pilihan hukum ini ada kalanya, bagi
pihak counter Party akan menerbitkan kesu-
litan-kesulitan tertentu, dan karenanya un-
tuk meminimalisir risiko tersebut sangat di-
perlukan peran dari (non-litigation) “lawyer”,
untuk memberikan pendapat dan saran hu-
kum yang mungkin dapat ditemui. Sesuai
dengan keadilan dan kepatutan. Pada da-
sarnya (para) arbiter yang memutuskan per-
kara, wajib berdasar pada ketentuan hukum.
Ini berarti, arbiter tidak dapat memutuskan
berdasarkan keadilan dan kepatutan (ex
aequo et bono). Putusan arbitrase yang dida-
sarkan keadilan dan kepatutan hanya dapat
diambil oleh arbiter bila ada pihak dalam
perjanjiannya dengan tegas menyebutkan
bahwa para pihak memberi kuasa atau ke-
wenangan kepada (para) arbiter untuk
memberikan putusan yang demikian.

Dalam hal koreksi, penambahan, pen-
gurangan dan pembatalan putusan arbitrase,
“koreksi” atas putusan arbitrase berbeda de-
ngan “pembatalan” atas putusan arbitrase.
Dalam hal ini, yang dimaksud dengan
“koreksi” atas putusan arbitrase adalah sua-
tu hak kepada para pihak untuk menga-
jukan pembetulan-pembetulan terhadap su-
atu putusan arbitrase. Dalam penjelasan ke-
tentuan Pasal 58 UUAAPS, yang dimaksud
dengan “koreksi terhadap kekeliruan admi-
nistrastif” adalah koreksi terhadap hal-hal
seperti kesalahan pengetikan ataupun keke-
liruan dalam penulisan nama, alamat para
pihak, atau arbiter dan lain-lain, yang tidak
mengubah substansi putusan.
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Terkait jangka waktu pengajuan kore-
ksi, hanya dapat dilakukan dalam jangka
waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan
diterima. Untuk menentukan apakah suatu
putusan arbitrase bersifat nasional atau in-
ternasional, hal ini didasarkan pada prinsip
kewilayahan dan pilihan hukum yang di-
gunakan dalam penyelesaian sengketa ar-
bitrase tersebut. Jadi disamping berdasarkan
tempat dijatuhkannya putusan arbitrase, ju-
ga didasarkan pada hukum yang diguna-
kan para pihak menyelesaikan sengketa me-
lalui lembaga arbitrase. Dalam hal proses pe-
nyelesaian sengketa melalu lembaga ar-
bitrase mempergunakan hukum asing se-
bagai dasar penyelesaian sengketa meskipun
putusannya dijatugkan di wilayah Republik
Indonesia, putusan arbitrase tersebut tetap
merupakan putusan arbitrase internasional.
Sebaliknya jika para pihak yang bersengketa
adalah bukan warga negara Indonesia, tetapi
memilih hukum Indonesia sebagai dasar pe-
nyelesaian sengketa arbitrasenya, maka pu-
tusan arbitrase yeng demikian merupakan
putusan arbitrase nasional dan bukan meru-
pakan merupakan putusan arbitrase inter-
nasional (Rachmadi, 2013).

Ketentuan pelaksanaan putusan ar-
bitrase nasional diatur lebih lanjut dalam
ketentuan Pasal 59-64 UUAAPS. Ketentuan
Pasal 59 UUAAPS menyatakan bahwa, da-
lam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari
terhitung sejak tanggal putusan diucapkan,
lembar asli atau salinan otentik putusan ar-
bitrase diserahkan dan didaftarkan oleh ar-
biter atau kuasanya ke Panitera Pengadilan
Negeri. Penyerahan dan pendaftaran dimak-
sud, dilakukan dengan pencatatan dan pe-
nandatanganan pada bagian akhir atau
pinggir putusan oleh Panitera Pengadilan
Negeri dan arbiter atau kuasanya yang me-
nyerahkan, dan catatan tersebut merupakan
akta pendaftaran.

Selanjutnya, arbiter atau kuasanya wa-
jib menyerahkan putusan dan lembar asli
pengangkatan sebagai arbiter atau salinan

otentik kepada panitera Pengadilan Negeri.
Semua biaya yang berhubungan dengan
pembuatan akta pendaftaran dibebankan ke-
pada para pihak. Jika tidak terpenuhinya ke-
tentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
59 ayat (1) UUAAPS, berakibat pada pu-
tusan arbitrase tidak dapat dilaksanakan.
Meskipun dalam kepala putusan dibubuhi
irah-irah dengan kata-kata “Demi Keadilan
Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”
yang mengandung makna mempunyai ke-
kuatan eksekutorial, akan tetapi tidaklah
berarti bahwa dengan begitu secara lang-
sung dapat dieksekusi. Supaya putusan ar-
bitrase nasional dapat dilaksanakan, putus-
an tersebut harus dideponir terlebih dahulu
dalam akta pendaftaran di Kepaniteraan Pe-
ngadilan Negeri. Tindakan deponir putusan
arbitrase nasional nasional bukan hanya
merupakan tindakan pendaftaran yang ber-
sifat administrasi belaka, malainkan juga
telah bersifat konstitutif. Dalam artian meru-
pakan satu rangkaian dalam mata rantai
proses arbitrase, dengan resiko tidak dapat
dieksekusi putusan arbitrase tersebut apabi-
la tidak dilakukan pendeponiran sebelum-
nya.

Ketentuan Pasal 60 UUAAPS dengan
tegas menyatakan bahwa “Putusan Arbi-
trase bersifat final dan mempunyai kekuatan
hukum tetap dan mengikat para pihak”.
Hadirnya ketentuan ini secara teori mem-
perkuat pengertian dari “alternatif” sebagai
langkah bersama dari para pihak untuk me-
nyelesaikan di luar ketentuan peradilan.
Ketentuan Pasal 60 UUAAPS menegaskan
pula bahwa pengadilan tidak berwenang la-
gi untuk mempermasalahkan materi putus-
annya sehingga tidak terbuka upaya hukum
terhadap putusan arbitrase. Putusan arbi-
trase nasional bersifat mandiri, final dan me-
ngikat, sehingga Ketua Pengadilan Negeri
tidak diperkenankan untuk memeriksa alas-
an atau pertimbangan dari putusan arbitrase
nasional. Kewenangan memeriksa yang di-
miliki oleh Ketua Pengadilan Negeri, terba-
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tas pada pemerksaan secara formal terhadap
putusan arbitrase nasional yang dijatuhkan
oleh arbiter atau majelis arbitrase.

Ketentuan Pasal 61 UUAAPS mem-
berikan kewenangan khusus Ketua Pengadi-
lan Negeri untuk memerintahkan salah satu
pihak yang bersengketa, melaksanakan pu-
tusan arbitrase apabila tidak melaksanakan
secara sukarela. Pada dasarnya putusan ar-
bitrase nasional harus dilaksanakan oleh pa-
ra pihak secara sukarela. Jika para pihak tid-
ak bersedia memenuhi pelaksanaan putusan
arbitrase nasional tersebut secara sukarela,
putusan arbitrase nasional itu dilaksanakan
dengan paksa. Perintah pelaksaana paksa ini
diberikan Ketua Pengadilan Negeri atas
permohonan salah satu pihak yang ber-
sengketa. Putusan arbitrese nasional yang
telah dibubuhi perintah ketua pengadilan
negeri tadi, dapat dilaksanakan secara pak-
sa, yang dilaksanakan sesuai ketentuan pe-
laksanaan putusan dalam perkara perdata
yang telah mempunyai kekuatan hukum
tetap. Selanjutnya ketentuan Pasal 62 ayat
(2) UUAAPS mengisyaratkan Ketua Penga-
dilan Negeri berhak menolak permohonan
pelaksanaan ekseskusi terhadap putusan
arbitrase nasional yang dimohonkan dan
terhadap penolakan eksekusi yang dikeluar-
kan ketua pengadilan negeri tersebut tidak
terbuka upaya hukum.

Putusan arbitrase yang diputuskan
oleh arbiter maupun majelis arbitrase, ber-
dasarkan ketentuan Pasal 55 UUAAPS,
kemudian ditegaskan dalam ketentuan Pasal
57 UUAAPS yang menyatakan putusan
diucapkan dalam waktu paling lama 30 (tiga
puluh) hari setelah pemeriksaan ditutup.
Pembacaan putusan wajib diucapkan secara
langsung didepan para pihak. Sering pula
kita jumpai pembacaan putusan arbitrase
secara langsung ini dalam acara pememerik-
saan penyelesaian sengketa secara konven-
sional melalui lembaga arbitrase.

Namun, perlu pula untuk diketahui
bahwa dalam penyelesaian sengketa secara
elektronik melalui lembaga arbitrase, se-
sunggungguhnya pembacaan putusan ar-

bitrase tetap dilaksanakan dihadapan para
pihak, namun pembacaan tersebut terdapat
perbedaan layaknya pemeriksaan secara
konvensional yakni menggunakan media
elektronik. Berdasarkan ketentuan Pasal 4
SK BANI Nomor: 20.015/V/SK-BANI/HU
menyatakan bahwa “dalam hal para pihak
sepakat menerapkan peraturan dan prose-
dur arbitrase secara elektronik ini, persi-
dangan dapat dilaksanakan sengan meng-
gunakan sarana telekomunikasi berbasis
internet termasuk tetapi tidak terbatas pada
teleconference video conference atau virtual con-
ference dengan menggunakan platform yang
disepakati para pihak”. Jika kita hubungkan
dengan ketentuan Pasal 31 ayat (1) UU-
AAPS, memberikan kewenangan dan kes-
empatan untuk para pihak yang berseng-
keta, bebas untuk menentukan acara ar-
bitrase yang digunakan dalam pemeriksaan
sengketa sepanjang tidak bertentangan de-
ngan ketentuan dalam UU. Hal ini mengan-
dung pengertian bahwa, atas kesepakatan
para pihak pula, menghendaki untuk mem-
ilih dan menentukan acara arbitrase secara
elektronik pun dimungkinkan, sehingga tid-
ak dapat disalahkan bahwa pengucapan pu-
tusan arbitrase dilangsungkan secara elek-
tronik pula.

Dalam hal pengucapan putusan arbi-
trase secara elektronik dengan berpedoman
pada ketentuan Pasal 4 ayat (3) UUAAPS jo.
Pasal 4 SK BANI Nomor: 20.015/V/SK-
BANI/HU, putusan arbitrase diucapkan di-
hadapan para pihak dengan menggunkana
sarana telekomunikasi berbasis internet me-
lalui tele conference video conference atau virtu-
al conference. Selain daripada itu, putusan
arbitrase elektronik yang berbentuk digital
akan/ dapat disampaikan oleh arbiter atau
Majelis Arbitrase melalui e-mail para pihak
atau menempatkannya pada situs web yang
digunakan untuk kasus yang bersangkutan.
Dengan begitu, penulis berpedapat bahwa
pengucapan putusan arbitrase yang dilang-
sungkan secara elektronik dengan meng-
gunakan sarana telekomunikasi berbasis
internet melalui tele conference video conference
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atau virtual conference, dapat dianggap sama
sebagai putusan arbitrase yang diucapkan
secara konvensional. Hal ini searah dengan
pendapat Paustinus Siburian yang menga-
takan bahwa pada arbitrase online, pengu-
capan dilakukan dengan menggunakan me-
dia elektronik baik putusan yang ditampil-
kan dalam situs web maupun pada email,
maka pengucapan putusan tersebut dapat
dianggap sama atau dianalogikan sebagai
pengucapan putusan secara riil dan dihada-
pan para pihak yang bersengketa.

Merujuk pada asas kebebasan ber-
kontrak, para pihak dengan itikad baik me-
milih dan menentukan prosedur dan ke-
tentuan beracara secara elektronik melalui
lembaga arbitrase dan atas dasar kesepaka-
tan mereka. Sehingga berdasarkan pada
pendapat dan asas kebebasan berkontak ter-
sebut, maka dapat dianalogikan bahwa pro-
sedur dan ketentuan beracara secara elek-
tronik melalui lembaga arbitrase terkait
pembacaan/pengucapan putusan arbitrase
dapat dikatakan sah menurut hukum Indo-
nesia karena dinilai tidak bertentangan de-
ngan dengan peraturan perundang-undang-
an yang berlaku.

Sedangkan menurut pendapat ahli me-
ngemukakan bahwa suatu putusan arbitrase
elektronik atau disebut juga cyber arbitration,
harus diakui sebagai putusan arbitrase
dibawa ketentuan konvensi New York 1958
berdasarkan Pasal 1 angka 9 UUAAPS. Se-
hingga dengan dasar tersebut, maka ter-
hadap putusan arbitrase elektronik yang
dijatuhkan diluar wilayah hukum Indonesia
dapat dikatakan sebagai putusan arbitrase
internasional. Dengan begitu, putusan ar-
bitrase elektronik dapat disamakan dengan
putusan arbitrase yang diberikan oleh lem-
baga arbitrase secara konvensional (Ahmad,
2011).

Pasal 54 UUAAPS mengatur mengenai
syarat formil maupun syarat materiil suatu
putusan arbitrase. Putusan Arbitrase dika-
takan sah dan mempunyai kekuatan berlaku

jika memenubhi syarat fortmil dan syarat ma-
teriil yang disebutkan dalam Pasal 54 UU-
AAPS. Jika sebuah putusan arbitrase elek-
tronik tidak mencantumkan salah satu unsur
dari sayarat formil maupun materiil se-
bagaimana dinyatakan dalam ketentuan di-
atas, maka putusan arbitrase tersebut tidak
sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat.

Putusan arbitrase yang memenuhi sya-
rat formil dan materiil serta beberapa asas
yang wajib diperhatikan dalam menjatuhkan
suatu putusan arbitrase, maka ketentuan
Pasal 60 UUAAPS menyatakan dan mene-
gaskan bahwa “Putusan arbitrase bersifat
final dan mempunyai kekuatan hukum tetap
dan mengikat para pihak”. Artinya bahwa
tidak terbuka kesempatan untuk melakukan
upaya hukum banding dan kasasi terhadap
putusan arbitrase. Sifat final dan berkekuatan
hukum tetap dari suatu putusan arbitrase
elektronik, dianggap sama kekuatan hukum
mengikatnya dengan putusan arbitrase kon-
vensional. Ketentuan Pasal 54 ayat (2) dan
ayat (3) UUAAPS menghendaki putusan
arbitrase dibuat dalam bentuk tertulis dan
ditandatangani oleh arbiter atau majelis ar-
bitrase. Hal ini dapat kita temukan dalam
proses arbitrase secara konvensional yang
dibuat dalam bentuk tertulis dan ditanda-
tangani oleh para arbiter sesuai dengan ke-
hendak UUAAPS. Sedangkan bentuk pu-
tusan arbitrase elektronik tidaklah sama de-
ngan bentuk putusan arbitrase konvensional
karena dibuat melalui media elektronik da-
lam bentuk digital, dan putusan tersebut
dikirim melalui sarana e-mail kepada mas-
ing-masing pihak yang berperkara.

Pasal 59 UUAAPS menjadi dasar hu-
kum mengenai putusan arbitrase nasional
harus dibuat secara tertulis, sehingga untuk
putusan tersebut yang akan didaftarkan di
pengadilan negeri harus tertulis, asli dan
ditandatangani oleh arbiter atau majelis ar-
bitrase. Sedangkan mengenai putusan ar-
bitrase internasional yang ingin didaftarkan
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di pengadilan negeri Jakarta Pusat, menurut
ketentuan Pasal 67 ayat (2) huruf a, diper-
lukan putusan yang dibuat dalam bentuk
tertulis dan asli. Berdasarkan pada ketentu-
an di atas, tampaknya penggunaan mekanis-
me penyelesaian sengketa secara elektronik
menjadi tidak ada artinya jika putusan ar-
bitrase yang diperoleh para pihak secara
elektronik dianggap bukan dalam bentuk
tertulis dan asli, yang berarti didalamnya
tidak tertuang tanda tangan asli arbiter atau
majelis arbitrase. Para ahli berpendapat
bahwa “bentuk tertulis akan menimbulkan
sifat imperatif yang tidak bia disangkal, ser-
ta menunjukan keutentikan sebuah putusan
arbitrase bersifat final dan mengikat para
pihak” (Santoso, 2020). Dengan begitu, tidak
terpenuhinya hal tersebut, berkonsekuensi
pada putusan arbitrase elektronik tidak da-
pat memenuhi persyaratan sebagaimana di-
tentukan dalam UUAAPS dan tidak meng-
ikat para pihak untuk melaksanakan isi pu-
tusan tersebut.

Permasalahan sebagaimana diatas, da-
pat dijawab dengan diberlakukannya Un-
dang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang
perubahan atas Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi
elektronik sebagai bentuk respon atas per-
kembangan teknologi yang menghendaki
adanya perkembangan bentuk tanda tangan
dan alat bukti tambahan yang telah menun-
jukan terjadinya suatu perbutan hukum dan
fakta hukum. Dalam hal ini, ketentuan Pasal
1 angka 12 UU ITE menyatakan: “Tanda
tangan elektronik adalah tanda tangan yang
terdiri atas informasi elektronik yang dile-
katkan, terasolasi atau terkait dengan infor-
masi elektronik lainnya yang digunakan se-
bagai alat verifikasi dan autentifikasi”.

Perihal putusan arbitrase yang akan
didaftarkan di pengadilan negeri berdasar-
kan ketentuan Pasal 59 ayat (1) UUAAPS,
frasa salinan otentik menghendaki adanya
tanda tangan dari (para) arbiter sebagai ben-
tuk keabsahan. Terhadap putusan arbitrase
elektronik pun, berlaku prinsip ini sehingga
dalam putusan arbitrase elektronik, tanda-

tangan yang tertera menggunakan tanda
tangan elektronik. Hal ini sejalan dengan
ketentuan Pasal 11 ayat (1) UU ITE yang
menganggap sah tanda tangan elektronik
yang berupa informasi elektronik sesuai ke-
tentuan Pasal 1 angka 12 UU ITE. Berdasar-
kan pasal tersebut, dapat dikatakan bahwa
fungsi tanda tangan untuk mengotentifikasi
penandatanganan dengan dokumen yang
ditandatangani.

Dengan demikian ketika (para) arbiter
membutuhkan tanda tangan dalam bentuk
khusus, dokumen tersebut akan mempunyai
hubungan dengan penanda tangan. Dalam
Putusan arbitrase elektronik, tanda tangan
digital/ tanda tangan elektronik wajib dan
harus diakui keabsahannya sebagai sebuah
tanda tangan yang mengandung makna ke-
aslian dokumen dan keotentikan dokumen.
Berdasarkan hal tersebut, seharusnya peng-
gunaan tandatangan sebagai bentuk keasli-
aan/ keotentikan dokumen Putusan Ar-
bitrase elektronik tidak perlu dipermasalah-
kan. Justru dengan adanya tanda tangan
elektronik, seluruh data dalam proses pe-
nyelesaian sengketa secara elektronik me-
lalui lembaga arbitrase akan terlindung ke-
rahasiaan dan keotentikannya. Menurut ke-
tentuan Pasal 54 ayat (2) dan ayat (3) jo.
Pasal 59 ayat (2) UUAAPS, putusan arbitrase
harus dibuat secara tertulis dan ditandatan-
gani asli oleh arbiter atau majelis arbitrase.
Mekipun terjadi kontra versi dalam hal
keaslian tandan tangan (para) arbiter, na-
mun hal ini telah terjawab dengan berdasar
pada ketentuan Pasal 1 angka 13 jo. Pasal 11
UU ITE, yang mana kekuatan hukum tanda
tangan elektronik berlaku sama dengan
tandatangan tradisional/ langsung. Pengu-
capan putusan arbitrase elektronik, secara
hukum telah dilaksanakan dengan menyam-
paikan salinan putusan elektronik kepada
para pihak melaui media elektronik.

Terkait kekuatan pembuktiannya, dia-
komodir dengan ketentuan Pasal 44 huruf b
UU ITE yang berbunyi: “alat bukti lain
berupa informasi elektronik dan atau doku-
men elektronik sebagaimana dimaksdu da-
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lam Pasal 1 angka 1 dan angka 4 serta Pasal
5 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3)”. Dengan be-
gitu selain alat bukti yang ditentukan dalam
peratutan perundang-undangan, alat bukti
tambahan sebagaimana dimaksud dalam ke-
tentuan Pasal 44 UUAAPS mempunyai
kekuatan hukum dan kekuatan pembuktian
yang sama. Apabila dikemudian hariputus-
an arbitrase elektronik tersebut diguna-kan
sebagai alat bukti, maka sebagai dokumen
elektronik, Pasal 44 huruf b UU ITE me-
ngakui keberadaannya sebagai alat bukti
tambahan serta mempunyai kekuatan pem-
buktian sama halnya sebagaimana keotenti-
kan dokumen tertulis lainnya.

Dengan demikian, segala informasi el-
ektronik dalam bentuk data elektronik mau-
pun dokumen elektronik dapat dikatakan
memiliki akibat hukum, keabsahan/ keu-
atan hukum yang sama. Hal ini berkaitan
pula dengan kekuatan hukum putusan ar-
bitrase elektronik yang berbentuk digital.
Dalam aktivitas elektronik, terjaminnya
kemudahan dalam mengunduh atau menya-
lin segala sesuatu termasuk dokumen elek-
tronik, tetapi dokumen-dokumen yang di-
buat secara elektronik tersebut sulit untuk
diidentifikasi keasliannya. Hal ini bukan be-
rarti bahwa dengan demikian, menjadi suatu
alasan penghambat atau suatu kekhawatiran
agar dilaksanakannya proses penyelesaian
sengketa secara elektronik.

Putusan arbitrase elektronik yang telah
berkekuatan hukum tetap, secara elektronik
dapat dikirimkan melalui e-mail para pihak
yang bersengketa. Kendatipun masih saja
mengkhawatirkan hal tersebut, maka seba-
gai solusi untuk memecahkan masalah ini,
maka putusan arbitrase yang lahir dari pros-
es pemeriksaan secara elektronik tetap dibu-
at secara konvensional (dalam bentuk fisik)
dengan ditanda tangani secara langsung o-
leh arbiter atau Majelis Arbitrase dan diki-
rim melalui pihak ketiga yang terpercaya
dengan paket pos kepada para pihak yang
terkait. Selain itu, bisa saja para pihak atau

wakilnya yang mengambil sendiri putusan
arbitrase yang sudah ditandatangani oleh ar-
biter atau majelis arbitrasi tersebut sehingga
memenuhi syarat untuk melakukan pen-
daftaran putusan arbitrase pada Pengadilan
Negeri yang berwenang,.

4. Simpulan dan saran

Berdasarkan uraian diatas maka dapat
disimpulkan bahwa tidak satu pun pera-
turan perundang-undangan di Indonesia
yang melarang diselenggarakannya penye-
lesaian sengketa secara elektronik melalui
lembaga arbitrase. Pengaturan dan prosedur
arbitrase elektronik berlaku sepanjang tidak
bertentangan dengan ketentuan UUAAPS.
Terhadap putusan arbitrase elektronik, di-
anggap berlaku dan mempunyai kekuataan
hukum tetap layaknya putusan arbitrase
konvensional sepanjang memenuhi ketentu-
an Pasal 54 ayat (2) dan ayat (3) dan mem-
punyai kekuatan eksekutorial sepanjang
memenuhi ketentuan Pasal 59 ayat (2) UU-
AAPS. Tentu untuk mendukung kekuatan
hukum Putusan Arbitrase Elektronik, maka
dibutuhkan UU ITE sebagi dasar hukum
pendukung ketentuan Pasal 4 ayat (3) UU-
AAPS.

Dapat disarankan perlu adanya pera-
turan pelaksana yang mengatur secara khu-
sus mengenai pelaksanaan proses penye-
lesaian sengketa secara elektronik melalui
lembaga arbitrase, dan wajib segera dilaku-
kan pembaruan terhadap UUAAPS agar
dapat memberikan payung hukum terhadap
eksistensi arbitrase elektronik di Indonesia.
Hal ini tentu dengan harapan memberikan
jaminan kepastian hukum terkait keabsahan
dari putusan atbitrase elektronik, sehingga
dapat terciptanya kepastian hukum, keman-
faatan hukum dan keadilan hukum bagi pa-
ra pihak yang menyelesaikan sengketa bisnis
melalui lembaga arbitrase secara elektronik.
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